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?ﬁ%N:&N @MBHBSMAN EEAE_AM MENENGKATKAN

i ?EMERW%MN YANG BERSIH DAN EFISIEN.

KARAKTER UMUM {)MBUDSMAN

Lembaua Ombudsman yang awal mu}anya lahir dari

1962, beberapa negara“bagian di’ Australia’ (Australia Barat th

. 1972 lalu disusul -oleh Australia Selatan, Victoria, Queensiand,

. New South Wales.the Commondywealth dan Tasmania) dan tidak

IL.

ketmggalan Belanda (Wet Natmnale Ombudsman Stb. 1981 35)
: -Karakter Iembaga Ombudsman dapat d151mpuikan sebaga; berikut:
f_:“ "‘-'Ombudsman mempakan lembaoa non yudzkatlf

e i _-Ombudsman mempakan perpanjangan tangan parlemen

(fungsinya termasuk fungsi kontrol oleh parlemen);

»  Ombudsman tidak memiliki wewenang formal untuk menetapkan
$uatu upaya. pemulihan (no .formal .power to award a
remedy)2

FUNGSI OMBUDSMAN ..

Fungsi -Ombudsman . pada dasarnya menerima laporan/
~-keluhan warga masyarakat sehubungan dengan tindak pemerintahan

oy (admmlstratlve -action). . Namun  demikian . Ombudsman tidak

_berwenang melakukan "rechtmaugheldstoetsmg”’ Dalam konsep
hukum administrasi Inggris (termasuk Australia) pengawasan
~'(kontrol) ‘oleh Ombudsman pada dasarnya menyangkut "MAL-
ADMINISTRATION” {(including bias, neglect, delay, inatten-

© tion, incompetence, ineptitude, perversity, turpitude and arbitratiness.

cfr. E.L Sykes et:al, P 379). Perbedaan dengan fungsi hakim

- dideskripsikan ‘bahwa fungsi Ombudsman berkenaan dengan

KWATLITAS keputusan dan sarana yang digunakan untuk membuat
keputusan. Undang-undang Belanda tentang QOmbudsman Nasional

Kor .ilt_USI Swed:a ISOQdan dladopsx oleh Denmaﬂc (UU Qmbudsman -
_ -iith:-_954) Norwegla (UU Ombudsman 1962 efektif “1"Januari

i __"31963) telah menarik perhatian berbagau ‘negara’ Iam ‘seperti

""-'--'"'Incrgns dengan “Parhamentay Com:ssmner” (1967), New Zealan




___emaparkan perbedaan fungsi Ombudsman dengan fungsi hakim -
__:_;_dalah ‘pada- obyek: dan norma- pengujian (het: object: van. de .
toetsing en de toetsingsnorm-FAM Siroink, p.125). Obye}g
"pengupan adalah perliaku aparat (gedragingen van organen) dan
norma pengupaﬁ adaiah norma keg)amtan (behoor hjkhmdsnorrn) '

EEE EFEKTEVITAS FﬁNGSi G%BEDSMAN

e Dua fahtor pendukung berfunaﬂnya Ombudsmdn dan
',-;aagara negam te;sehni pada. ‘halaman 1 ada;ah KETERBUKAAN
~dan- ‘sistem Pemermtahan Paﬂementer ‘Laporan .tahunan yang-
: _;_m’aampazkan Ombudsman ke Parlemen bersifat:terbuka, artinya
siapa saja.yang ‘berminat. (termasuk pers) dapat mengetahuinya
;'i;(dengan dmmurrﬁ\an dan d1sampa1kan kepada- semua instansi).

Dlsampmg 1tu sepertl Eeiah dlpaparkan bahwa Ombudbman

o ::merupa;(an ‘perpanjangan tangan’ Parlemen, sistem parlementer

“merpakan’ pendukung utama keberhasilan ‘pelaksanaan’ fungsi

o ;Ombuds*ian Denﬂan sistern ini asas pertanggungjawaban kepada

_parlemen melahxrkan fungsi konirol pmlemen terhadap tingdak
_pemermtahan Dalam pmkembangannya (sapertl di Swedia,
'i"lnugrls) funﬁm kontrol 1tu dﬂxmpahkan kepada Ombudsman

.. __QMBUBSWAN di indonesza bl )R
""3"-'Dua”hal'y'ahg 'p'eriu mé‘ndapat'pérhétiah“kita_’adai’éh :
= Sistem pemerintahan Republik Indonesia.;””'. >~
+ Sistem perlindungan hukum bagi takyat di Indonesia.

“‘Berkenaan ‘dengan sistem ‘pemerintahan’ kita (menurut
e JUD: 1945) pertanyaan: pokok untuk kita ialah apakah lembaga
@mﬁadsman mempakan perpanjangan mngan M?R atauk&h
'--;_:.'..'DE,RQ - R -y
. Andaikata Ombudsman merupakan perpanjangan tangan
EE ;M_L R, sefr:_posm_fnya ialah dengan wewenang MPR, bahan-bahan
. laporan -Ombudsman dapat dijadikan- bahan bagi MPR untok
menilai (pertanggungjawaban) Presiden; namun segi negatifnya
“ialah.disamping fungsi MPR (saat ini) tidek rutin seperti lembaga
“lainnya, pengawasan MPR lebih bersifai politis sehingga tidak
dirasakan oleh, warea masyarakat, secara. Jangsung
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Andaikata ‘Ombudsman mempakan -perpanjangan. tangan  DPR,
seg1 neﬁatxf MPR (masa szdan*:r normal ‘MPR 5 tahun sckali) dapat
dzatasz karena fr_ngs1 DPR- beisifat rutin - (setzap saaf) mamun segi
negatif aiau keiemahan utama ialah™ ‘DPR tidak dapat menjatuhkan
Pemsrmtah (mas;h hams dltemskan kepada MPR}.

Berkenaan dengan szstem perhndungan hukum bagi rakyat di
Indones;a saat ini kita mengenal dua: upaya-perlindungan hukum bagi
rakyat, yaitu upaya adm;n;siram (keberatan dan bandmg} dan upaya
_'._yudzsxal (balk" eradzlan Tata Usaha negara maupun badan peradx]an_
. __1am seperu Peradﬂa Umum dan BPSP) : -

ity Dengan adanya 1embawa tersebut perlu dxmmuskan secara tepat
perbedaan - antara: fungsi Ombudsman. “dengan. fung31 lembaga-lembaga
yang - ‘ada: T:ndakan yang: hanya meniru formula yang sudah ada di
negara lain seperti konsep Inggris: membatasi fungsi Ombudsman pada
ka:SQs—kaSus_ MALADMINISTRATION atau konsep Belanda membatasi
fungsi Ombudsman pada perilaku (gedragingen) dan alat ukur norma-
kepatutan (behoorlikheidsnorm) “akan “menimbulkan masalah dalam
praktek, karena bisa- te;_}adl tumpang tindih fungsi dan di sisi lain
meiahirkan ' _oy_t:rorgamsatae yang ‘tentunya juga menambah beban
anggaran negara. Hati-hati dalam menira meskipun di Belanda juga
ada Ombudsman disamping Peradilan Admlmstrasz dan . Peradilan
Biasa.

Catatan :

.. Bandingkan. - J.G. Steenbeek, de Parlaimentaire Ombudsman -in

Zweden, Denemarken en Noorwegen, 1963; E

- I Sykes et al,, GENERAL PRINCIPLES OF

2 & ADMINISTRATIVE LAW 1989 part ‘six:

g 'Nongudimal remedies; PP, Cra1g, Administra-

© tive Law, - 1994 chapter 1 section §: The

':-Parhamentary Commissioner ‘for Administra-

tion; Roy Gregory and Peter Hutchesson, The

Parleamentary Ombudsman — a study in the

- control.of administrative action, 1975; F.AM.

- Stroink - J.G. Steen'beek,lnleiding in het staats-

en administratief ~recht, 1983, :p.125; 1.G.

- ‘Brouwer ~ A.E. Schilder, A Survey of Dutch
Administrative Law, 1998, p.86-87.




2.. “El:.Sykes, .op.cit,, p.380 The principal function of Ombudsman
- L shall be to investigate administrative action
...... , P.P. Craig op.cit. p.132; J. G. Brouwer
— A.E. Schilder, op.cit.,, p.87: ...... the Om- -
budsman cannot  rectify a dismissal,. annul
dwangsom decision, or order compensation
.. ‘Many see it as a last ray of hOpe in thelr
search for }ustlce - :

3. IG Brouwer - A E Schzlder op.cit., p. 86 i:he Ombudsman does
not primarily check the legitimacy of the' _
authority’s order, but whether the civil servant
‘behaved respectably in his contact with citi-
wzens; E.I Sykes et al, op.cit. p.379: The
~modern Ombudsman’s fuction is quite distinct
from that of -courts of law. While courts
_.concern themselves with determining whether
- authorities have acted within their. allotted
:-po\,x)ers or have exercised those power . in
accordance with legal procedural requirements,
the Ombudsman’s function is concerned with
. the quality of administrative decision.............. -
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